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ABSTRAK   

Reza Tri Hanaya (2023) : Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa sawit 

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 

2019 menurut Perpektif Fiqh Siyasah 

Penelitian ini membahas tentang pola kemitraan usaha perkebunan kelapa 

sawit yang mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bunut Kabupaten 

Pelalawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pola 

kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit Kecamatan Bunut. Adapun latar dalam 

penelitian ini adalah belum efektifnya pola kemitraan yang ada yang mana 

menjalankan pola bagi hasil yang mana dalam menjalankan pola tersebut belum 

maksimal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan 

menjelaskan bagaimana Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 

Tahun 2019, bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pola Kemitraan Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan 

datanya turun lansung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan pola kemitraan 

usaha perkebunan kelapa sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sudah 

terlaksanakan meskipun masih belum berjalan dengan efektif seperti yang telah 

disepakati hal ini terlihat dari yang telah terjadi sebelumnya baik dipengurusannya 

yang masih kurangnya komunikasi antar sesama, kurangnya rasa percaya, 

perbedaan pendapat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat membuat pola 

kemitraan ini menjadi belum efektif sebagaimana mestinya. Menurut fiqh siyasah 

ini termasuk kedalam siyasah maliyah dalam karna merupakan suatu bentuk 

melaksanakan sebuah amanah dan perintah dari seorang pemimpin dalam hal ini 

untuk mencipkan suatu kemaslahatan tidak terlepas dari perannya pemerintah 

dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan. 

 

Kata kunci : Pola Kemitraan sawit peraturan bupati, fiqh siyasah 
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mengucapkan terima kasih kepada : 

 



 

iii 

1. Terimakasih Kepada Ayahanda Habibie dan ibunda Nurbaya telah 

melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberikan kasih sayang 

sehingga sampai pada saat ini, yang selalu menjadi alasan penulis berada 

pada fase ini serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Terimakasih Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, 

Wakil Rektor I Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak 

Dr. H. Mas‟ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof Edi Erwan, SPt., 

M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran akademik yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

3. Terima kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. 

Zulkifli, M.ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II 

Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia 

Hardani, M.Ag. 

4. Terimakasih Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak 

Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberikan arahan, 

membimbing, mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaga nya 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Terimakasih banyak kepada Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku 

pembimbing I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga dan selalu 

memberikan motivasi dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 



 

iv 

6. Terimakasih banyak kepada Bapak Ahmad Fauzi, S.HI.,MA selaku 

pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan 

dukungan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

7. Terimakasih Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, 

seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau serta pengelola perpustakaan 

UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada 

penulis selama menimba ilmu di UIN Suska Riau. 

8. Terimakasih Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2019, 

Kelas B 2019, dan para senior yang namanya tidak bisa disebutkan satu 

persatu telah memberikan bantuan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan membamtu menambah 

pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis 

sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan tentunya dalam skripsi ini 

pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan 

skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan 

saran dari pembaca yang sifatnya membangun. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 

Pekanbaru,      Juni 2023 

Penulis 

 

 

 

REZA TRI HANAYA 

NIM : 11920421401 



 

vi 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  vi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................  1 

B. Batasan Masalah........................................................................  9 

C. Rumusan masalah......................................................................  9 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ................................  9 

1. Tujuan Penelitian ................................................................  9 

2. Manfaat Penelitian ..............................................................  10 

E. Sistematika Penulisan................................................................  10 

 

BAB II TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Pola Kemitraan.............................................................  12 

1. Pengertian Pola Kemitraan ..................................................  12 

2. Jenis Pola Kemitraan ...........................................................  13 

3. Unsur-Unsur ........................................................................  16 

4. Prinsip Kemitraan ................................................................  18 

5. Etika kemitraan ...................................................................  19 

6. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Kabupaten Pelalawan 

Tentang Kemitraan perkebunan ..........................................  21 

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah ....................................................  27 

1. Pengertian Fiqh Siyasah ......................................................  27 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah ..............................................  29 

3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah..............................................   30 

4. Siyasah Maliyah ..................................................................  31 

5. Sumber Hukum Fiqh Maliyah .............................................  32 

C. Penelitian Terdahulu .................................................................  33 

  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ..........................................................................  35 

B. Lokasi Penelitian .......................................................................  35 



 
 

vii 

C. Subjek dan Objek Penelitian .....................................................  36 

D. Informan Penelitian ...................................................................  36 

E. Sumber Data ..............................................................................  36 

F. Teknik Pengumpulan Data ........................................................  37 

G. Analisis Data .............................................................................  40 

H. Teknik Penulisan .......................................................................  40 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .........................................  41 

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan  ............................................  41 

2. Letak dan Kondisi Geografis ..............................................  42 

3. Sejarah Kecamatan Bunut ...................................................  43 

4. Visi dan Misi Kecamatan Bunut .........................................  44 

5. Struktur Koperasi ................................................................  45 

6. Jumlah Penduduk ................................................................  45 

B. Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa sawit Kecamatan Bunut ..  46 

C. Persfektif Fiqh Siyasah Terhadap Pola Kemitraan Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut ............................  51 

 

BAB V KESIMPULAN 

A. Kesimpulan ...............................................................................  54 

B. Saran ..........................................................................................  55 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

  

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertanian dan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tanaman 

penting yang banyak menghasilkan berbagai macam produk industri seperti 

makanan, kosmetik, kimia, dan bahan dasar industri berat maupun ringan bagi 

masyarakat indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber 

daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, 

panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, usaha 

perkebunan yang merupakan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa 

perkebunan.
1
 

Pembangun perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bunut pada 

dasarnya banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik yang bersifat 

positif maupun yang bersifat negatif, ada tahapan dalam pembangunan kelapa 

sawit yang akan menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan 

hidup disekitarnya.
2
 Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai 

dampak ganda terhadap sektor ekonomi wilayah, terutama sekali dalam 

menciptakan kesempatan maupun peluang kerja. Pembangun perkebunan 

kelapa sawit telah memberikan manfaat, sehingga dapat memperluas daya 

penyebaran pada masyarakat sekitarnya sehingga berkembangnya perkebunan 

                                                             
1
  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  

2
 Maruli Pardamean, Best Management Practice Kelapa Sawit, (Yogyakarta, Andi 

Offest,2017) hal. 45 
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kelapa sawit, makin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada 

sektor perkebunan, dampak tersebut dapat di lihat dari peningkatan pendapatan 

masyarakat, sehingga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Terutama 

dalam sektor perkebunan kelapa sawit salah satu komiditi yang mampu 

memberikan kontribusi dalam perekonomian yang berasal dari sub sektor 

perkebunan. Kelapa sawit merupakan komiditi yang penting dalam mendorong 

perekonomian Indonesia khususnya di Kecamatan Bunut, sebagai penghasilan 

devisa negara kelapa sawit merupakan salah satu komiditi yang memberikan 

sumbangan yang sangat berarti dalam pertumbuhan ekonomi. 

Di Kecamatan Bunut pola kemitraannya melakukan kerjasama antara 

pihak koperasi di kecamatan Bunut dengan masyarakatnya yang mana pihak 

koperasi dengan masyarakat bersama-sama bekerjasama untuk meningkatkan 

rasa solidaritas, penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, 

pengelolaan lahan maupun yang lainnya. Adapun bentuk pola kemitraan yang 

ada menerapkan bentuk pola kemitraan bagi hasil yang mana pihak koperasi 

dan masyarakat bekerja sama untuk melakukan pola kemitraan tersebut agar 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Peranan perkebunan dalam sektor pembangunan ekonomi hanya 

dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Berdasarkan dengan 

pengalaman historis dari negara-negara barat, yang disebut dengan 

pembangunan ekonomi yang identik dengan transformasi struktural yang 

sangat cepat terhadap suatu sektor perekonomian, yakni mulai dari 

perekonomian yang hanya bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri 
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modern pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran 

yang utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-

bahan pangan murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang 

dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dan dinamis dalam strategi 

pembangunan ekonomi secara keseluruhan. 

Program pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit 

dengan pola kemitraan di Kecamatan Bunut sangat menguntungkan dari 

berbagai segi  aspek, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ditinjau dari 

aspek ekonomi, perkebunan kelapa sawit dapat mendukung masyarakat dalam 

negeri yang berbasis produk berbahan dasar kelapa sawit seperti minyak 

goreng dan masih banyak lagi. Selain itu, dengan terbangunnya banyak sentra 

ekonomi di wilayah baru akan mendukung pembangunan ekonomi yang 

regional.
3
 

Kemitraan menyebutkan bahwa, “Kemitraan adalah kerjasama suatu 

usaha antara suatu usaha kecil dengan usaha menengah dan ataupun dengan 

usaha besar disertai dengan pembinaan dengan pengembangan oleh usaha 

menengah atau usaha besar memperhatikan prinsip saling memerlukan saling 

memperkuat maupun saling menguntungkan. Kemitraan berdasarkan 

komitmen yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tolak ukur 

kemitraan dapat dilihat dari aspek dan kinerga sebagai berikut: 

1. Kinerja perinsip kemitraan yang mewujudkan adanya saling percaya 

dan menguntungkan dengan masyarakat. 

                                                             
3
 Sunarko, Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan, 

(Jakarta: Agromedia Pustaka, 2009), hlm. 1 



4 

 

 

2. Kinerja kebun produksi menunjukan produktivitas kebun naik, harga 

pokok produk terkendali, stabilitas pasokan bahan baku terjamin dan 

adanya kelanjutan dari kerja sama (kemitraan usaha).
4
 

Adapun prinsip Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di 

Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yaitu, saling membutuhkan, saling 

mempercayai, saling memperkuat, saling bertanggung jawab keterbukaan dan 

saling menguntungkan 

Kegiatan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan 

dengan melakukan peningkatan kapasitas dan sumber daya masyarakat 

termasuk penguatan kelembagaan, pekebun, permodalan, akses pasar dan 

sarana produksi dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi dan 

produktivitas pekebun serta meningkatkan kontribusi sector perkebunan 

perekonomian.
5
 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang telah 

diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014  tentang 

perkebunan menyatakan perkebunan melakukan kemitraan yang saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling menghargai, dan saling 

bertanggung jawab. Selain itu ada rasa saling ketergantungan antara pekebun, 

karyawan maupun masyarakat di sekitar perkebunan.   

Pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki arti penting dalam 

meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Perkebunan Kelapa sawit merupakan suatu komoditas perkebunan 

                                                             
4
 Sonarko, 2009 Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem 

Kemitraan, Jakarta: Agromedia Pustaka, hlm. 19 
5
 Peraturan Bupati Pelalawan No. 69 tahun 2019 



5 

 

 

yang peranannya sangat penting bagi perekonomian, khususnya sebagai 

penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Selain itu 

kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan 

pengembangan agroindustri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi.
6
 Pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan 

pekebun kelapa sawit dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, baik dibuat 

oleh notaris maupun dibawah tanda tangan demi menjamin kepastian hukum 

dari kedua belah pihak . 

Ada beberapa alasan kenapa di Kecamatan Bunut, Kabupaten 

Pelalawan mengutamakan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama, 

antara lain: 

1. Kondisi tanah yang sangat mudah memungkinkan untuk ditanami 

kelapa sawit, menghasilkan banyak produksi lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang lain. 

2. Dari segi fisik yang lingkungan keadaan di Kecamatan Bunut, 

memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi 

di Kabupaten Pelalawan yang relatif datar dapat memudahkan dalam 

pengolahan dan dapat menekan biaya produksi. 

3. Dari segi pemasaran hasil segi produksi Kecamatan Bunut mempunyai 

keuntungan, karena letaknya yang strategis.
7
 

                                                             
6
 Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, (Yogyakarta: BPFE, 

2009). Hlm. 59. 
7
 Soeratno, Ekonomi Makro Pengantar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, 2004, 

hlm. 5 
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Kelapa sawit termasuk dalam komoditas andalan yang memiliki peran 

strategis bagi pembangunan ekonomi kedepannya, secara makro prospek 

industri kelapa sawit di Indonesia tidak diragukan lagi. Dari segi 

pemeliharaannya kelapa sawit biasanya di lakukan dengan pemupukan, dimana 

pemupukan adalah suatu merupakan faktor yang penting karena pemupukan 

mutlak dilakukan karena secara nyata bisa meningkatkan produksi dan tetap 

menjaga stabilitas tanaman agar tetap terjaga  dan lebih subur.
8
 

Adapun perkebunan menurut Undang-undang tentang perkebunan yaitu 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan 

menengah menyebutkan bahwa pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib 

dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi 

persaingan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.
9
 

Perkebunan merupakan salah satu kegiatan usaha baik yang banyak 

dilakukan oleh rakyat maupun perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum. 

Dengan demikian, perusahaan (plantation), yang sering disingkat sebagai 

“perkebunan” merupakan usaha agro industri yang dimulai dari mengusahakan 

tanaman tertentu serta mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, 

bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh 

konsumen. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah 

pembangunan ekonomi yang berorientasi di pedesaan. Sasaran pembangunan 

di sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan 

                                                             
8
 Selardi Sastrosayono, Budi Daya Kelapa Sawit (Jakarta Selatan: PT AgroMedia 

Pustaka, 2008), hlm. 38. 
9
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
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masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di 

pedesaan  berkurangi.
10

 

Pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan pada tahap tertentu 

akan membuat pengembangan agribisnis yang cukup besar. Di Kecamatan 

Bunut, Kabupaten Pelalawan Serangan penduduknya mayoritas petani karet 

terbesar kedua setelah perkebunan kelapa sawit, masyarakat banyak 

menggantungkan ekonomi keluarganya dari hasil penjualan karet serta dapat 

meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seiring berjalannya waktu 

tanaman karet mulai di tinggalkan masyarakat di karenakan harga nya yang 

kurang setabil serta  dengan perubahan cuaca yang cukup buruk dan 

menggantinya dengn menanam tenaman kelapa sawit. dengan disertai 

masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bunut Serangan 

masyarakat mulai beralih propesi sebagai petani sawit dan menjadi karyawan 

perkebunan kelapa sawit. 

Di dalam Al-quran dan Hadis ada beberapa ayat yang Allah ceritakan 

tentang perkebunan, salah satu diantaranya yaitu: 

ا تأَكُْهوُْ  ًَّ َْلًً يِّ ٖٓ الََِّّ قهَِ  ّ ثهُِ
ُْْۢ ٌْ سُ ا حَصَذْتُّىْ فزََسُوُِْ فِ ًَ ٍَ دَاتَاًۚ فَ َْ ٌَ سَثْعَ سُِِ ٌَ قاَلَ تزَْسَعُوْ  

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun 

(berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu 

makan (Q.S Yusuf 47).
11

 

                                                             
10

 Saragih, Membangun Sistem Agribisnis(Bogor:Yayasan USESE,2000), hlm. 23 
11

 Al-Qur‟an, Surat Yusuf ayat 47, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 

Semarang, PT. Karya Toha Putra , 2002 
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ٍْ سَجُمٍ ٍغَْ  ُ قاَلَ يَا يِ ِّ وَسَهَّىَ أَََّّ َْ ُ عَهَ ِ صَهَّي اللهَّ ٍْ سَسُولِ اللهَّ ًِّ عَ َْصَاسِ ٍْ أتٌَِ أٍَُّوبَ الَْْ شِسُ عَ

شِ رَنكَِ انْغَشْسِ سواِ أحًذغَشْسًا  ًَ ٍْ ثَ ٍْ الْْجَْشِ قذَْسَ يَا ٍخَْشُجُ يِ ُ عَزَّ وَجَمَّ نَُّ يِ إلََِّّ كَتةََ اللهَّ  

Artinya: “Dari sahabat Abu Ayub Al-Anshari ra, dari Rasulullah saw, ia 

bersabda, „Tiada seorang yang menanam pohon, melainkan Allah 

akan mencatat pahala baginya sekadar buah yang dihasilkan oleh 

pohon tersebut.” (HR Ahmad).
12

 

Di dalam Islam, pertanian ataupun bercocok tanam mendapat 

perhatian penting dalam ajaran Islam. Sejak 14 abad silam, Islam telah 

menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan 

secara produktif.  Perkebunan kelapa sawit salah satu penghasil komoditas 

perdagangan, terutama berorientasi kepada pasar ekspor, termasuk juga 

perkebunan rakyat, juga berorientasi pasar, bukan usaha tani yang bersifat 

subsisten. Petani bahkan tidak dapat memanfaatkan secara langsung produknya 

sendiri, melainkan harus dijual untuk memenuhi kebutuhan, termasuk bahan 

pangan. Maka perkebunan rakyat memerlukan pasokan pangan dari daerah 

lain. 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu 

dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “POLA 

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN 

                                                             
12

Alhawiz Kurniawan, “Hadits Seputar Menanam Pohon”,  https://islam.nu.or.id/ilmu-

hadits/hadits-seputar-keutamaan-menanam-pohon-YmVMN, diakses 1 Juni 2023 

https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/hadits-seputar-keutamaan-menanam-pohon-YmVMN
https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/hadits-seputar-keutamaan-menanam-pohon-YmVMN
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PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT 

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka dari itu penelitian ini tentang “Pola Kemitraan Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh 

Siyasah”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan 

Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 

Tahun 2019? 

2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pola Kemitraan Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 69 Tahun 2019. 
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b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Pola Kemitraan Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap 

permasalahan yang akan diteliti. 

b. Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada 

masyarakat mengenai Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

pendidikan sastra satu (SI) Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah 

Fakultas Syariah Dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Acuan dari penulisan dan pembahasan ini dalam penelitian ini 

berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum. Guna untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam 

penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan 

menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan 

sistematika penulisan. 



11 

 

 

BAB II    :TINJAUAN TEORI 

Pada Bab ini mengkaji tentang konsep Pola Kemitraan, 

jenis Pola Kemitraan, unsur-unsur Pola Kemitraan, 

prinsip-prinsip Kemitraan, etika Kemitraan, Peraturan 

Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Kabupaten Pelalawan dan 

fiqh siyasah. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan metode penelitian, jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 

informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data dan teknik penulisan. 

BAB IV :PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana Pola Kemitraan 

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut 

Kabupaten Pelalawan, faktor penghambat Kemitraan 

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan perpektif fiqh 

siyasah. 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian yang telah diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

Kerangka teori ini merupakan suatu dasar untuk menelaah suatu 

permasalahan yang terjadi dan solusi penyelesaian masalah terhadap suatu 

penelitian. Kerangka teori dapat berupa teori-teori secara umum dan beberapa 

hal dikemukakan untuk melengkapi landasan berfikir agar dapat membahas 

masalah penelitian. 

A. Konsep Pola Kemitraan 

a. Pengertian  

Pola kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama yang saling 

menguntungkan antantara perusahaan kecil dengan pengusaha 

menengah mapun besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan 

oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, 

memperkuat dan berkesinambungan pola kemitraan akan menghasilkan 

efisiensi sumber daya menusia yang dimiliki oleh pihak-pihak yang 

bermitra, kemitraan hanya bisa berlansung secara efektif dan 

berkesinambungan jika kemitraan tersebut bukan semata-mata oleh 

konsep social yang dilandasi motif balas kasihan atau kedermawanan. 

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama dari berbagai pihak, yang 

dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam 

mewujudkan tujuan bersama. Kemitraan menyiratkan adanya upaya-

upaya bersama dan sukarela menuju tujuan bersama. Dalam konteks 
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tata kelola yang baik, kemitraan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan membutuhkan partisipasi bersama dari para pemangku 

kepentingan, yang berarti bahwa warga negara yang memiliki andil 

dalam proses tata kelola.
13

 

Kemitraan merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan dua 

pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan 

menggunakan prinsip dimana masing-masing pihak yang bermitra 

saling memeroleh keuntungan dan tidak ada salah satu pihak yang 

dirugikan, pihak atau aktor yang melakukan kemitraan dapat meliputi 

berbagai sektor seperti individu, kelompok pemerintah masyarakat, 

lembaga dan lembaga non-pemerintah, pihak-pihak inilah yang bekerja 

sama untuk memeroleh tujuan bersama berdasarkan pada prinsip, 

kesepakatan, maupun peran masing-masing. 

b. Jenis Pola Kemitraan 

Adapun Pola Kemitraan dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 

1. Kemitraan Semu Pseudo partnership, merupakan suatu persekutuan 

yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak 

melakukan kerja sama secara seimbang satu dengan lainnya. 

Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan 

makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu 

semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam 

kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-

                                                             
13

 Mardiyanta, Antun. 2011. Kebijakan Publik Delibratif. Vol. 24, No.3. Hal 15. 
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sama merasa penting untuk melakukan kerja sama, akan tetapi 

pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang 

diperjuangkan dan manfaatnya apa. 

2. Kemitraan Mutualistik, merupakan suatu persekutuan dua pihak 

atau lebih yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan 

kemitraan, yaitu untuk dapat saling memberikan manfaat dan 

mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dengan mudah 

mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman 

akan pentingnya melakukan kemitraan, dua agen atau organisasi 

atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan 

sebuah kerja sama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang 

bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-

masing pihak dalam mewujudkan visi dan tujuannya, dan sekaligus 

saling menunjang satu sama lain. 

3. Kemitraan Konjugasi, merupakan sebuah kemitraan yang 

dianalogikan dari kehidupan “paramecium”, dua paramecium 

melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian 

terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan 

pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, 

agen-agen, kelompok-kelompok maupun perorangan yang memiliki 

satu kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan 

organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak 
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atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan 

kemampuan masing- masing. 

Dalam suatu pola kemitraan terjadi adanya interaksi antar pihak 

atau aktor yang mana dalam prosesnya dapat terjalin karena masing-

masing aktor memiliki peran yang berbeda. Perbedaan antar aktor baik 

peran pemerintah, swasta dan masyarakat menjadikan satu sama lain 

saling membutuhkan dan saling melengkapi. 

Terdapat tiga kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu 

kemitraan oleh masing-masing pihak yang bermitra yaitu: 

1. Prinsip Kesetaraan, dalam hal ini pihak-pihak yang bermitra baik 

pemerintah, masyarakat, dan swasta yang telah bersedia menjalin 

kemitraan harus memiliki kedudukan yang sejajar tanpa adanya 

dominasi pihak lain. 

2. Prinsip Keterbukaan, setiap pihak harus terbuka dan jujur terhadap 

kekurangan atau kelemahan masing- masing anggota serta berbagai 

sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota 

lain. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling 

melengkapi dan saling membantu diantara para mitra. 

3. Saling menguntungkan, dalam hal ini setiap pihak yang bermitra 

dalam melaksanakan pengembangan pariwisata mendapatkan 

keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.
14
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c. Unsur-unsur pola kemitraan 

1. Kerja Sama Usaha 

   Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan, jalinan 

kerja sama yang dilakukan antara perusahaan besar atau menengah 

dengan perusahaan kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan 

ataupun mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak 

yang bekerjasama. Hal ini berarti bahwa hubungan kerja sama yang 

dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha 

kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban 

timbal-balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada 

yang mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya 

rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan 

usahanya. 

2. Pengusaha Besar atau Menengah dengan Pengusaha Kecil 

   Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan, pengusaha 

besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerja sama yang 

saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku 

ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan 

tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan. 

3. Pembinaan dan Pengembangan 

   Pada dasarnya, yang menjadi membedakan hubungan 

kemitraan dan hubungan dagang biasa adalah adanya pembinaan 

dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang 
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tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan 

dalam kemitraan, antara lain pembinaan dalam mengakses modal 

yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan 

peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembinaan manajemen 

produksi, pembinaan mutu produksi, serta pembinaan dalam 

pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi, dan 

investasi.
15

 

d. Prinsip-Prinsip Kemitraan 

1. Saling Memerlukan 

Menurut John L Mariotti, kemitraan merupakan rangkaian 

proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui 

posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman dalam 

keunggulan tersebut akan menghasilkan sinergi yang berdampak 

pada efisiensi, turunnya biaya produksi, dan sebagainya. Dalam hal 

penerapannya dalam suatu kemitraan, perusahaan besar dapat 

menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan 

menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan kecil. 

Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, umumnya relatif lemah 

dalam hal kemampuan teknologi, memperoleh permodalan, dan 

sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang 

dimiliki oleh perusahaan besar. 

 

                                                             
15
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2. Saling Memperkuat 

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak mulai 

bekerja sama, pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh 

masing- masing pihak yang bermitra. Selain diwujudkan dalam 

bentuk nilai ekonomi, seperti peningkatan modal dan keuntungan. 

ada juga nilai tambah yang non ekonomi, seperti peningkatan 

kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan 

tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah 

dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai 

sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut 

dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. 

Dengan motivasi ekonomi tersebut, prinsip kemitraan dapat 

didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung 

makna sebagai tanggung jawab moral, Hal ini karena pengusaha 

besar atau menengah harus membimbing dan membina pengusaha 

kecil yang menjadi mitranya agar mampu (berdaya) 

mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang andal dan 

tangguh dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. 

3. Saling Menguntungkan 

Salah satu maksud dan tujuan kemitraan usaha adalah win-

win solution partnership, kesadaran, dan saling menguntungkan. 

Adanya kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki 

kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensi dan lebih 
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utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran 

masing-masing. Kemitraan ini, terutama dalam hubungan timbal-

balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau 

atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan 

keuntungan proporsional. 

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau derajat yang 

setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, tidak ada pihak 

yang tereksploitasi dan dirugikan, tetapi justru memunculkan rasa 

saling percaya di antara para pihak, sehingga akhirnya dapat 

meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan 

usahanya.
16

 

e. Etika Kemitraan 

Dalam melakukuan suatu kemitraan ada enam (6) harus didasari 

dalam beretika yaitu: 

1. Karakter, integritas dan kejujuran 

Karakter adalah ciri khas tertentu yang ada pada satu 

individu dan menjadi faktor pembeda antara individu tersebut 

dengan individu lainnya. Integritas merujuk pada aspek sikap dan 

perilaku yang konsisten. Kejujuran merupakan suatu karakteristik 

non fisik yang menjadi penentu kebenaran dari apa yang telah 

disampaikan. 
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2. Kepercayaan. 

Pelaksanaan kerjasama dalam menjalankan kemitraan 

sangat tergantung pada faktor kepercayaan yang terjalin antar 

pihak yang terlibat. Kepercayaan juga merupakan salah satu faktor 

dasar yang menjadi penentu terjadinya kemitraan atau tidak. Jika 

hubungan antar pihak yang bekerjasama dilandasi oleh 

kepercayaan yang kuat, maka kemitraan yang dilakukan 

kemungkinan besar akan mengalami keberhasilan. Sebaliknya, jika 

tidak terdapat kepercayaan antar pihak tersebut, maka program 

kemitraan akan rentan mengalami kegagalan yang merugikan 

seluruh pihak terkait. 

3. Komunikasi yang terbuka 

Kerjasama antar pihak dalam kemitraan membutuhkan 

aliran informasi yang dilakukan secara terbuka. Dalam artian, 

berbagai hal penting yang terjadi pada satu pihak, yang memiliki 

keterkaitan dengan kerjasama yang terjadi harus disampaikan apa 

adanya kepada pihak lain. 

4. Adil 

Kemitraan harus dilaksanakan secara adil agar 

kemungkinan keberhasilan mencapai tujuan dapat menjadi semakin 

lebih besar. Adil dalam hal ini berkaitan dengan upaya dari 

masing-masing pihak terkait yang harus seimbang atau setara, 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
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5. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra. 

Setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan memiliki 

keinginan pribadi yang ingin dicapai dari kemitraan tersebut. 

Berkaitan dengan keinginan pribadi tersebut, hal yang harus 

diperhatikan adalah pada batasan-batasan yang harus dipatuhi 

dalam upaya pemenuhan terhadap keinginan pribadi. Hal ini 

dimaksudkan agar kemitraan dapat berjalan dengan lancar tanpa 

adanya kendala yang berasal dari egoisme salah satu pihak yang 

dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan bersama. 

Sebaliknya, dalam upaya pemenuhan keinginan pribadi, maka 

setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang semakin besar, 

sehingga dapat memberikan manfaat yang juga semakin besar bagi 

masing-masing pihak. 

6. Keseimbangan antara insentif dan risiko 

Kemitraan dapat terlaksana jika ada terdapat keseimbangan 

yang dijaga oleh setiap pihak yang terlibat. Keseimbangan dalam 

hal ini berkaitan dengan proporsi risiko dan manfaat yang akan 

diterima dengan upaya yang harus dilakukan dan kontribusi yang 

harus diberikan untuk mencapai tujuan kemitraan. 

B. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Kabupaten Pelalawan 

Tentang Kemitraan perkebunan 

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peranan usaha peranan 

usaha perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian daerah, menciptakan 
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stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan 

pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi melalui 

Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit. 

Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk 

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin 

ketersediaan bahan baku. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 diatas perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. 

a. Konsep Perkebunan 

Menurut Undang-undang tentang perkebunan yaitu Undang-

undang No 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang 

mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan ataupun media tumbuh 

lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan 

barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan 

masyarakat. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan 

kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan 

atau lembaga berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan 

perkebunan (plantation), yang sering disingkat sebagai “perkebunan” 

merupakan usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan 
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tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku 

industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap 

dimanfaatkan oleh konsumen. Dengan pengertian ini maka perkebunan 

tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan 

semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan 

terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar 

global. Maka dikenal adanya perkebunan tebu, perkebunan sawit, 

perkebunan nanas, perkebunan singkong, perkebunan pisang dan 

sebagainya. 

Perkebunan juga merupakan penghasil komoditas perdagangan, 

terutama berorientasi kepada pasar ekspor. Termasuk juga perkebunan 

rakyat, juga berorientasi kepada pasar, bukan usaha tani yang bersifat 

subsisten. Petani bahkan tidak dapat memanfaatkan secara langsung 

produknya sendiri, melainkan harus dijual untuk membeli kebutuhan, 

termasuk bahan pangan. Maka perkebunan rakyat memerlukan pasokan 

bahan pangan dari daerah lain. Jika panen bersifat musiman, misalnya 

kebun kopi dan cengkeh, maka saat menunggu datangnya musim panen 

merupakan masa paceklik bagi petani. Sebaliknya saat musim panen, 

petani memiliki cukup uang untuk berbelanja sehingga perdagangan di 

pasar sangat meningkat, baik perdagangan hasil kebun maupun 

perdagangan sandang, pangan, dan sarana produksi pertanian. 

Terkait dengan komoditas perkebunan sebagai komoditas 

perdagangan yang berorientasi ekspor maka komoditas perkebunan 
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merupakan komoditas ekspor. Sampai saat ini berbagai jenis komoditas 

perkebunan merupakan sumber devisa yang penting bagi Indonesia 

hasil dari ekspor CPO kelapa sawit, karet remah, biji kopi, teh, kakao, 

lada, tembakau maupun yang lainnya. Khusus untuk gula tebu, produksi 

masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik 

kebutuhan pangan keluarga maupun kebutuhan industri yang sebagian 

bahkan masih mengimpor gula rafinasi. Sebagai komoditas ekspor 

maka harga komoditas perkebunan mengikuti pergerakan harga di luar 

negeri yang umumnya berfluktuasi.
17

 

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peranan usaha perkebunan 

kelapa sawit dalam perekonomian daerah, menciptakan stabilitas dan 

pemerataan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan pembangunan 

perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi melalui cara kemitraan usaha 

perkebunan kelapa sawit, bahwa kemitraan usaha perkebunan kelapa 

sawit dilakukan hanya untuk pemberdayaan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, menjamin ketersediaan bahan baku, 

terbentuknya harga pasar yang wajar, mencegah terjadinya konflik serta 

menjamin keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit. 

Menurut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan 

diselenggarakan berdasarkan asas, manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, 

keterbukaan, berkeadilan. Sedangkan tujuan atau misi perkebunan 

yakni meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkebunan adalah suatu 
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 Dr. Ir. Rusdi Evizal, M.S. Dasar-dasar Produksi Perkebunan, (Yogyakarta, 2014), 
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perusahaan berbentuk badan usaha atau badan hukum yang bergerak 

dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang 

dikuasai, dengan tujuan ekonomi atau komersial dan mendapat izin 

usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha 

perkebunan. 

Usaha budidaya tanaman perkebunan diluar bentuk badan usaha, 

seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan 

oleh rumah tangga petani tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya 

disebut usaha perkebunan rakyat. 

Konsep perkembangan perkebunan yang ingin sukses mengacu 

pada beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan (lahan), faktor 

sumberdaya manusia, faktor bahan tanaman, faktor perizinan, faktor 

keuangan maupun faktor keamanan. Beberapa faktor yang akan dilihat 

adalah faktor lahan, faktor sumberdaya manusia, dan faktor bahan 

tanaman, sedangkan faktor perizinan, faktor keuangan, dan faktor 

keamanan tidak dibahas. 

Adapun tiga faktor tersebut adalah: 

1. Faktor lingkungan (lahan) 

Lahan adalah suatu matriks tempat tanaman berada. Tanaman 

kelapa sawit tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara 

komersial diatas lahan yang tidak sesuai. Lahan yang optimum 

untuk kelapa sawit harus mengacu pada 3 (tiga) faktor yaitu 

lingkungan, sifat fisik lahan, dan sifat kimia tanah atau kesuburan 
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tanah. Mengacu pada konsep tersebut, lahan dinilai mempunyai 

prospek ekonomis yang baik apabila memenuhi semua kriteria yang 

ideal. 

2. Faktor Sumber Daya Manusia 

Faktor Sumber daya Manusia mengacu pada perkebunan 

sebagai unit usaha pertanian tanaman komersial skala besar yang 

memiliki organisasi tenaga kerja banyak (padat karya) dengan 

pembagian kerja rinci, menggunakan lahan yang luas. tekhnologi 

modern, spesialisasi, system administrasi, dan birokrasi, membuat 

faktor sumber daya manusia (modal insani) menjadi penting. 

Kualitas modal insani sangat menentukan keberhasilan suatu 

perkebunan. Mempersiapkan staf lapangan yang mampu mengelola 

pekerjaannya dengan baik tidak dapat dilakukansecara seketika 

karena modal insani gaya perkebunan mempunyai krakteristik yang 

berbeda dengan sektor industri. 

3. Faktor Bahan Tanaman 

Bagi perkebunan komersial berada pada bahan tanaman yang 

akan ditanam karena merupakan sumber keuntungan perusahaan. 

Dalam Pemilihan bahan tanaman yang tidak tepat akan membawa 

resiko yang sangat besar.
18

  Sejak adanya sektor perkebunan kelapa 

sawit, adanya peningkatan lapangan kerja di Kecamatan Bunut, 

Kabupaten Pelalawan, peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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 Soemartono, Gatot P. Hukum Lingkungan Indonesia.Jakarta: (Sinar Grafika 2011), 
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menjadi lebih baik, serta pendapatan daerah dan devisa negara 

bertambah. Namun keuntungan ekonomi tidak akan berkelanjutan, 

jika aspek ekologi atau kelestarian lingkungan diabaikan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-undang 

PPLH) menyebutkan bahwa setiap usaha ataupun kegiatan yang 

berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki 

amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang terdiri 

atas pengubahan bentuk lahan maupun bentuk alam, baik yang 

terbarukan maupun yang belum terbarukan. Pembangunan 

perkebunan kelapa sawit pada dasarnya akan menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan baik yang positif maupun negatif. 

 

B. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh secara etimologis adalah suatu keterangan tentang pengertian 

maupun paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang 

mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.
19

 Secara 

terminologis fiqh adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum yang 

sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-

dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus 

yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur‟an dan sunnah).
20
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20

 Ibid, h.22 



28 

 

 

Sedangkan “siyasah” yang berasal dari kata sasa, yang berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan 

pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 

tujuan dari siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan 

atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu. Siyasah menurut 

bahasa adalah mangandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur 

atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.Dari 

uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, 

fiqhsiyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara 

bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang 

ada.
21

 

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek 

kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek 

kajiannya adalah: 

1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan 

landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 

2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. 

3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan 

kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.22 
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 Muhammad Iqbal,Fiqih Siyasah(Jakarta: Prenamedia, 2014), hlm. 3 
22

 Pulungan J Suyuti, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 48 
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2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Ruang lingkup Fiqh Siyaysah, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan 

ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah. 

Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab Fiqh Siyasah nya yang berjudul al-

ahkam al-sultaniyyah yang membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah kedalam 

lima bagian antara lain: 

a. Siyasah Dusturiyyah tentang Peraturan Perundang-undangan. 

b. Siyasah Maliyah tentang ekonomi dan moneter. 

c. Siyasah Qadha‟iyyah tentang Peradilan. 

d. Siyasah Harbiyyah tentang Peperangan. 

e. Siyasah „Idariyyah tentang Administrasi Negara.23 

Namun dari pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah oleh beberapa 

ulama diatas, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

bagian pokok diantaranya: 

a. Politik Perundang-undangan atau Siyasah Dusturiyyah. Bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum atau 

Tasyri‟iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau Qadaiyyah oleh 

Lembaga yudikatif, administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh 

birokrasi atau eksekutif. 

b. Politik luar Negeri atau Siyasah dauliyyah atau Siyasah 

Kharjiyyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 
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warga negara yang muslim maupun non muslim bukan warga 

negara. Ada politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyyah 

yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, 

pengumuman perang, tawanan perang atau genjatan senjata. 

c. Politik keuangan dan moneter atau Siyasah Maliyyah, yang antara 

lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran 

negara dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan 

atau hak-hak publik, pajak maupun perbankan.
24

 

3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah 

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah 

mempunyai sumber-sumbr yang dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara 

garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua sumber primer 

dan sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh 

siyasah kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah, sumber-sumber 

tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa 

peninggalan kaum muslimin terdahulu. 

Dalam membuat suatu kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan, hal ini disebutkan dalam kaidah siyasah yaitu: 

صْهحََحِ  ًَ اعََِّحِ يَُوُْطٌ تاِنْ يَاوِ عَهيَ انشَّ فُ الِْْ  تصََشُّ

Artinya : ”Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus 

membawa kepada kemaslahatan.”
25
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Selain sumber Al-quran dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan 

sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri maupun 

lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urf atau kebijaksanaan 

masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa 

lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-

sumber lain seperti perjanjian antara negara dan konvensi dapat digunakan 

dalam pengkajian fiqh siyaysah.
26

 

4. Siyasah Maliyah 

Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi 

Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan 

menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai 

ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan 

negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan 

individu dalam aktivitas ekonomi. 

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek 

pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan 

umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia- nyiakannya. Fikih 

siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan 

belanja Negara.
27
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Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, siyasah Maliyah memiliki 

makna politik keuangan atau ekonomi dalam suatu pemerintahan yang 

menyangkut pembangungan ekonomi suatu negara atau masyarakat. Fiqh 

Siyasah Maliyah sendiri memiliki orientasi pada kemaslahatan seluruh 

rakyat. Tiga faktor utama terpenting dalam fiqh siyasah Maliyah adalah 

rakyat, harta dan negara. Adanya ketiga faktor tersebut akan menentukan 

pembuatan kebijakan yang sesuai untuk mengharmonisasikan hubungan dari 

si kaya dan si miskin. Negara memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola 

pemasukan negara baik zakat, infaq, waqaf, sedekah yang berguna untuk 

kemaslahatan umat. Adanya tujuan dari teori ini bertujuan agar antar orang 

kaya saling membantu melalui kebijakan yang sudah diatur oleh 

pemerintahan.
28

 

5. Sumber Hukum Siyasah Maliyah 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan sumber utama dan utama bagi penetapan 

hukum dan jika seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian 

maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam Al-Qur‟an. Jika 

menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur‟an maka harus sesuai 

dengan petunjuk dari Al-Qur‟an dan tidak boleh bertentangan dengan Al- 

Qur‟an. Didalam siyasah maliyah al-qur‟an surah Lukman 31:20 yaitu: 

ِْشَجً انََ  ّٗ ظاَ ًَ َْكُىْ َعَِ خِ وَيَا فيِ الَّْسَْضِ وَاسَْثغََ عَهَ وه هً ا فيِ انسَّ شَ نكَُىْ يَّ َ سَخَّ
ٌَّ اّللهه ىْ تشََوْا اَ

َْشٍ  ُِ ةٍ يُّ لََّ كِته ُْذًى وَّ لََّ  َْشِ عِهىٍْ وَّ ِ تغَِ
ٍْ ٍُّجَادِلُ فِي اّللهه ٍَ انَُّاسِ يَ تاَطُِحًَ ۗوَيِ  وَّ
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Artinya: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah 

menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk 

(kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk mu lahir dan 

batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) 

Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi 

penerangan.
29

 

b. Hadis 

Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 

Saw yang menjadi tumpuan umat islam. Ajaran agama Islam memiliki 

sumber hukum utama dan pertama yaitu kitab suci Al-Qur‟an sebagai 

petunjuk hidup umat Islam dan hadis merupakan sumber hukum kedua 

setelah Al- Qur‟an. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang 

relevan terhadap penelitian mengenai Pola Kemitraan Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yaitu: 

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa 

Sawit oleh  Luthfiatul M AR (2019). Penelitian ini meneliti tentang 

Pengaturan dan Pelaksanan Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa 

Sawit yang bertujuan untuk melaksanakan dan membantu kemitraan usaha 

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris 

atau lapangan. Hasil penelitian ini pemerintah perkebunan tidak 

menjalankan peraturan sanksi tentang perkebunan yang berupa denda 

pemberhentian sementara dan pencabutan izin perkebunan yang elum 

memenuhi kewajibannya. 

2. Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa Sawit oleh M. Khalifatul ardhi, 

danang Mamuwono, Rupian Martini (2018). Penelitian ini meneliti 

tentang pola pelaksanaan kemitraan perkebunan antara PT. Ramajaya 

Pramukti dengan petani dan presepsi petani terhadap kemitraan 

perebunan yang telah dijalankan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kemudian 

dianalisis secara table, penentuan lokasi menggunakan metode studi 

kasus dengan pertimbangan yakni kelompok petani berdasarkan satuan 

penempatan yang mana pola kemitraan yang dilaksanakandan dijalankan 

perusahaan terhadap petani. 

3. Analisis Pola Kemitraan di PT. Perkebunan Lembah Bakti oleh 

Muhammad Nanda Murdian (2020). Peneliti ini meneliti tentang proses 

pelaksanaan kemitraan yang terjadi, pola kemitraan kerja antara sama 

dengan petani dibantu oleh perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan melihat lansung kelapangan karena metode ini 

merupakan metode yang menjelaskan mengenai suatu fenomena yang 

ditemukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Karena Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan 

serta menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat. 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseaech) atau 

penelitian sosiologi dengan prosedur langsung turun ke lapangan untuk 

mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya 

didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi 

dan study pustaka.
30

 Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan 

diilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif. 

Di mana penelitian ini menguraikan tentang “Pola Kemitraan Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan  

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh 

Siyasah”  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut 

Kabupaten Pelalawan adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini karena 

untuk mengetahui pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan 

tersebut, penulis melihat pola kemitraan di kecamatan bunut masih belum 

berjalan lancer dan belum efektif sebagaimana mestinya. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Sekretaris camat Kecamatan Bunut, Seksi 

Pemerintahan, Kepala Kasi Pemerintahan, Kepala Kasi Kesejahteraan, Seksi 

Kesejahteraan, Ketua Kelompok Tani dan Kepala Bidang bagian Umum dan 

Kepegawaian. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Pola Kemitraan 

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan  

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh 

Siyasah. 

D. Informan Penelitian 

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini 

yaitu berasal dari wawancara lansung yang disebut sebagai narasumber. 

 Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi lansung dengan pengurus 

lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan 

dipaparkan serta lansung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun 

informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari Sekretaris 

camat Kecamatan Bunut, Seksi Pemerintahan, Kepala Kasi Pemerintahan, 

Kepala Kasi Kesejahteraan, Seksi Kesejahteraan, Sekretaris Desa dan Ketua 

Kelompok Tani. 

E. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data 

tersier: 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer adalah data yang berasal dari data asli atau 

sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. Data 

primer dalam penelitian ini adlah data yang diperoleh dari wawancara 

dengan Sekretaris camat Kecamatan Bunut, Seksi Pemerintahan, Kepala 

Kasi Pemerintahan, Kepala Kasi Kesejahteraan, Seksi Kesejahteraan, Ketua 

Kelompok Tani dan Ketua Koperasi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder merupakan data dan sumber data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung  seperti buku, 

sumber informasi yang memberikan data kepada pengumpul data.
31

 

3. Sumber Data Tersier 

Sumber Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data 

diatas yakni data primer dan data sekunder , kamus, buku, insiklopedia 

maupun yang lainnya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang 

akan diteliti.
32

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data 

adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil 

                                                             
31
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penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang 

benar akan menghasilkan data yang memiliki kreadibilitas tinggi, oleh 

karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan 

dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, 

adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:
33

 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat maupun direkam. Wawancara disini adalah 

pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan 

responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat 

bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi 

responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi 

dari responden. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

informasi tentang pandangan masyarakat di daerah Kecamatan Bunut 

Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka 

tentang usaha perkebunan kelapa sawit dengan cara tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui 

tentang permasalahan dalam penelitian ini. 

Wawancara yang akan digunakan adalah bentuk interview bebas 

terpimpin, artinya interviewer didalam mengajukan pertanyaan kepada 

responden secara bebas menurut irama dan kebijakan interview, namun 
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masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah 

dipersiapkan secara skema oleh interviewer. 

2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan.
34

 Observasi disini adalah pengamatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dan diselidiki, 

dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi 

yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta 

ambil bagian dalam pelaksanaan usaha perkebunan sawit yang sedang di 

obsevasi secara aktif. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan 

pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan 

dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus 

dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi penelitian ini 

merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data 

dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan 

juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 
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G. Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan deng1an teknik analisa data kualitatif, yaitu 

penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan selanjutnya 

data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas sehingga diperoleh gambaran 

yang utuh tentang gambaran yang diperoleh.
35

 

Selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi 

sehingga dapat ditemukan mengenai Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa 

Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan  Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 69 Tahun 2019 data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data 

primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

kualitatif. 

H. Teknik Penulisan 

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai induktif, 

yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti 

yang bersifat khusus dan kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat 

umum. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab diatas mengenai Pola 

Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten 

Pelalawan Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, maka 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pola kemitraan usaha perkebunan sawit di Kecamatan Bunut masih 

belum berjalan dengan baik dan efektif seperti yang telah 

ditetapkan. Dalam melaksanakan pola kemitraannya masih adanya 

beberapa faktor dan kendala yang mempengaruhi dalam 

berjalannya proses kemitraan seperti kepengurusan maupun 

pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif seperti yang telah 

disepakati hal ini terlihat dari ke pengurusannya yang masih 

kurangnya komunikasi antar sesama, kurangnya rasa percaya, 

perbedaan pendapat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat 

membuat pola kemitraan ini menjadi belum efektif sebagaimana 

mestinya 

2. Dalam perspektif fiqih siyasah maliyah dalam menjalankan tugas 

dan wewenang belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah maliyah 

karena melaksanakan suatu amanah dan perintah dari seorang 

pemimpin tidak terlepas dari pemerintahan dalam membuat suatu 

kebijakan. Peneliti menemukan fakta bahwa kepengurusan masih 
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belum sesuai dan teratur dalam hal menjalankan kemitraannya 

masih kurangnya interaksi dengan pengurus yang lain dan jarang 

melibatkan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. 

B. Saran 

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menyarankan sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada kepengurusan pola kemitraan kecamatan 

bunut kabupaten pelalawan agar dapat berperan dalam 

melaksanakan pola kemitraan hal ini sangat penting dalam 

menjalankan suatu kemitraan dimana dari kepengurusan itu 

sendiri baru bisa berjalan dengan baik. 

2. Masyarakat sebaiknya juga ikut andil dalam memperhatikan apa 

yang telah berjalan atau tidaknya kemitraan itu dengan 

semestinya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Mengenai pola kemitraan yang ada di Kecamatan Bunut sudah 

menerapkan pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit berapalama? 

2. Apakah ada kendala yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pola 

kemitraan tersebut? 

3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai Kemitraan yang ada di 

Kecamatan Bunut apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya? 

4. Apakah ada program dalam suatu pola kemitraan yang ada di Kecamatan 

Bunut? 

5. Apa polabagi hasil yang telah ditetapkan masyarakat mendapat 

bagiannya?kalau iya berapa? 

6. Berapa luas lahan yang dikekola koperasi? 

7. Apakah hak dan kewajiban pola kemitraannya? 

8. Apakah menurut Bapak/Ibu di Kecamatan Bunut sudah sudah bisa 

menerapkan program pola kemitraan? 
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